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PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SUKARAJA
KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA

Siska Ariyanti*

Abstrak

Sska Ariyanti, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam
Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser
Utara. Bimbingan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.S selaku dosen pembimbing |
dan Daryono,S.Sos., M.S selaku dosen pembimbing I1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data
diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan, dan
data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen kantor Desa
Sukaraja. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis
interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduks
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Fokus penelitian
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa
Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara adalah membuat
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarak, menggali
aspiras masyarakat, menyalurkan aspiras masyarakat, dan pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa Peran Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja
Kecamatan Sepaku Kabupaten Pengjam Paser Utara adalah BPD dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan legislativ Desa dalam membuat
peraturan desa bersama kepala desa, menggali aspirasi masyarakat, menampung
aspiras masyarakat, menyalurkan aspirass masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
sudah cukup baik Namun dalam menjalankan kebijakan belum maksimal karena
hubungan kemitraan antara kepala Desa dan BPD kurang baik.

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Pembangunan

PENDAHULUAN

Era reformasi telah berlangsung dan mengeluarkadug penting berupa
otonomi daerah yang sebenarnya merupakan perwujutian demokrasi
sebagaimana yang diamanatkan oleh seluruh lapiaayarakat. Otonomi Daerah
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dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan leadan kesejahteraan bagi
seluruh rakyat Indonesia yang beraneka ragam. mut@nomi daerah yang lain
yaitu sebagai proses pemberdayaan kepada daergandeeningkatan partisipasi
masyarakat dalam proses pembuatan keputusan mainpplementasinya,
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat ake&mtingnya keterlibatan
mereka dalam pemerintahan daerah, memberikan kes@mpagi masyarakat
untuk memilih pemimpin secara demokratis, dan memba kepercayaan antara
masyarakat dengan pemerintah.

Desa sebagai organisasi terendah yang merupakapuammsegenap
pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunalangondang No. 12
tahun 2008 tentang pemerintah daerah penyelenggaamerintahan daerah
diarahkan agar mampu melahirkan suatu daerah yaiegtife dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, kegddan kepastian hukum
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesidakhmundang No. 6 tahun
2014 tentang desa, Desa dalam susunan dan tata pesrgelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersesheligan undang-undang.
Pemaknaan dari dua undang-undang ini secara lagpgs@mberikan peluang
bagi hadirnya otonomi desa.

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangyaag
berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspekdkphn masyarakat. Maka
pemerintahan desa perlu ditingkatkan kemampuangga labih mampu dalam
menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi daj@@mbangunan dan
keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah pdartbangunan di desa
sangat ditentukan oleh terwujudnya pemerintahaa gasg berdaya guna dan
berhasil guna. Oleh karena itu semakin disadanvhaatalam proses penyusunan
perencanaan pembangunan desa keterlibatan madyasdaaa langsung pada
setiap tahapan pembangunan di desa mulai dari prpseyusunan rencana,
pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, meropakdah satu kunci
keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembamgtermasuk penyedia
dan penerima pelayanan baik pemerintah desa maurganisasi formal lainnya
dalam pengambilan keputusan, perumusan rencanakspeban kegiatan,
kesejahteraan sosial. Prakarsa dan peran sertaraseaktif Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) berarti kerlibatan aaggadan Permusyawaratan
Desa (BPD) dalam berbagai kegiatan pembangunan tésea pembentukan
BPD sebagai parlemen desa ini mempunyai arti pgnBahwa dengan adanya
BPD, berarti mulai diakui perlunya suatu pemisahatara fungsi legislatif dan
fungsi eksekutif, hal mana yang pada masa orde pb&edua fungsi tersebut
disatukan. Selain itu dengan keberadaan BPD beeastdia saluran bagi rakyat
untuk mengaktualisasikan pikiran, aspirasi, daneképgannya untuk dapat
diperjuangkan oleh wakil rakyat, berarti pula suastyat mendapat tempat.
Keberadaan BPD dengan demikian menjadi instrumesitipuntuk mendorong
demokrasi.
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Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lenylaagamelakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintaholi#sgpemerintah desa
BPD ini juga memiliki fungsi untuk menetapkan parah desa bersama kepala
desa serta menampung aspirasi masyarakat desa naanke dengan
penyelenggaraan pemerintah desa yang pada aklakayamenjadi masukan di
dalam penyusunan rancangan pembangunan bersaméa kipsa. Dengan
demikian terjadi hubungan harmonis antara fungeyg@engggaraan pemerintah
desa oleh kepala desa dengan pelaksanaan pengasas&PD, yang akhirnya
akan sangat berpengaruh terhadap kemandirian tesendiri karena hal ini
akan membawa masyarakat ke dalam suatu kondisi yaaga masyarakat
mampu untuk berkreasi dan berinovasi demi menc#paejahteraan hidup
sebagaimana yang diharapkan. Adanya mekanisme okontelalui sebuah
lembaga perwakilan, tidak semata dengan terwujudeyta bagaimana kapasitas
kerja dari anggota BPD tersebut sesudahnya. Kemadpolitik masyarakat
terutama dalam hal peran serta, menentukan kehijgag akan diambil, sangat
dibutuhkan.

Setelah melakukan observasi dan pengamatan di Bekaraja. Ada
beberapa masalah yang belum terselesaikan untuljakésraan masyarakat
seperti dalam pelaksanaan pembangunan aspirasarakay yang mengusulkan
jalan dusun Sidomulyo untuk di semenisasi tapi kakjung di bahas justru
melaksanakan pembangunan yang masyarakat belum usudkan yaitu
pembangunan drenase posyandu, sarana dan prasirBesa Sukaraja yang
kurang terawat dan jalan akses menuju Tempat Penaak&mum (TPU) yang
kurang mendapat perhatian, saluran pembungan aseginjang jalan dusun
Sidomulyo yang sudah rusak tidak kunjung di perbsekarusnya dengan adanya
ADD sebesar Rp 1.400.000.000 untuk dana pembangyaram tersedia di desa
yang saat ini dapat menyelesaikan masalah dalarbgegunan desa. Di sinilah
seharusnya peran BPD Desa Sukaraja dapat terliehbgai pengawas
pembangunan yang dilakukan dalam setiap rapat masgh dan mufakat, yang
bertujuan membicarakan arah pembangunan yang semmgan keinginan
masyarakat Desa Sukaraja yang dilaksanakan berdéepala Desa dan
penampung aspirasi masyarakat yang dapat membantajkan desa menuju
desa yang lebih baik, tapi sebaliknya sesuai denaggas, fungsi pokok BPD
sebagai badan legislatif desa dapat menjadi pengiguantara pemerintah Desa
Sukaraja dengan memperhatikan aspirasi masyaralag disalurkan kepada
BPD, aspirasi masyarakat justru belum tersalurkaland pembangunan Desa
Sukaraja karena BPD Desa Sukaraja kurang melakokasyawarah bersama
masyarakat dan partisipasi dalam menghadiri musgdw®esa kurang jadi
pembangunan desa jauh dari harapan masyarakat.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatakamumusan masalah
pada penelitian ini adalah :
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Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPDam da
pembangunan di Desa Sukaraja Kecamatan Sepaku #tabupenajam Paser
Utara?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tupsam ipgin di capai
dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui PdBadan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam Pembangunan di Desa Sukaraja Kecantegaku Kabupaten
Penajam Paser Utara.

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan proses hasil darapainya tujuan, maka

dari itu tujuan tersebut dapat di jelaskan sebbgakut :

1. Kegunaan Teoritis
Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tkbuosi terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat membaadiagkara teori yang
diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang dittpangan dalam
rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengatah

2. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sgarb@emikiran yang
bermanfaat bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPRndamenjalankan
perannya menyalurkan aspirasi masyrakat, membuatupan bersama kepala
desa dan menjalankan perannya sebagai badan fiégidlesa dalam
pembangunan di desa Sukaraja Kecamatan Sepaku &abupenajam Paser
Utara.

KERANGKA DASAR TEORI
Pengertian Peran

Menurut Ralp Linton dalam Soekanto (2012:2012)getirang mempunyai
macam-macam peranan yang berasal dari pola-poimydan hidupnya. Hal itu
sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa wamerbuatnya bagi
masyarakat kepadanya, pentingnya peranan adalensa mengatur perilaku
seseorang.

Thoha (2007:263) suatu peran dirumuskan sebaghi sargkaian perilaku
yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabsgaentu, atau karena adanya
suatu kantor yang mudah dikenal.

Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007:35) Badan PeilaakDesa (BPD)
yang ada selama ini berubah nama menjadi BadanuBgamaratan Desa. Badan
Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peratiesa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masya@lat karenanya BPD
sebagai Badan Permusyawaratan yang berasal dayarakat desa, di samping
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menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghummgsakepala Desa dengan
masyarakat desa, juga harus dapat menjalankanifutajeanya, yaknfungs
representasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nof2otahun 2005
tentang desa, pada pasal 29 sampai dengan pagahg2nembahas tentang BPD
(Badan Permusyawaratan Desa), BPD.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersanadak@gsa, menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai wewenang :

a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala de

b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanan perakesa dan peraturan
kepala desa

c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepséa d

d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa

e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, daryah&kan aspirasi
masyarakat, dan menyusun tata tertib BPD

f. Meminta keterangan kepada pemerintah desa

g. Menyatakan pendapat

Pengertian Pembangunan
Todaro dalam Rustiadi (2011:120), Pembangunan ladedaus dipandang
sebagai suatu proses multidimensional yang mencdierpagai perubahan
mendasar atas struktur sosial,sikap-sikap masyagaka institusi-institusi
nasional,disamping tetap mengejar akselerasi pberthan ekonomi,penanganan
ketimpangan pendapat,serta pengentasan kemiskinan.
Menurut Smit dalam buku Lincolin Arsyad (2011:1&)engatakan bahwa
pembangunan harus meliputi :
1. Berorientasikan kepada kebutuhan manusia, baik riakatenaupun non
material
2. bersifat endogen, artinya muncul dari jiwa masyarakat itu sendiri gan
tercermin pada kedaulatan nilai-nilai dan visi rkare
3. sftreliance yang artinya bahwa setiap masyarakat mengandatamaina
sekali pada kekuatan-kekuatan dan sumberdaya-sdayeemereka sendiri
(masyarakat, lingkungan alam, dan budayanya)
4. ecologically-sound artinya penggunaan sumberdaya-sumberdaya alamasecar
rasional dan bijak
5. berdasarkan tranformasi struktural dalam hubungdmihigan sosial, dalam
kegiatan ekonomi dan distribusi spasial, sepettiilagjuga perubahan struktur
kekuasaan.

Pengertian Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesiaanor2 tahun 2005
tentang desa pada pasal 1 ayat (5), desa ataudyselgut dengan nama lain,
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selanjutnya disebut desa adalah masyarakat hukung greemiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mendwepsntingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istisdampat yang diakui dan
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kes&epublik Indonesia.Yang
dimaksut desa dalam pengertian ini yaitu desa hdalatu wilayah yang dihuni
oleh masyarakat dengan batas-batas wilayah yan@gndaskan hukum dan
memiliki wewenang mengatur dan mengurus wilayahtasetepentingan

masyarakat sendiri.

Menurut Nurcholis (2011:02) Desa adalah suatu witayang ditinggali
oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidugdieng royong, memiliki
adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempungtd-dara sendiri dalam
mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dari ura@mgrpan tentang desa
dapat diartikan bahwa Desa adalah suatu wilayaly yhhuni oleh sejumlah
orang dimana mereka menganut adat yang sama diag sedngenal.

Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Lincolin Arsyad (2011:7) pembangunan pedesanerupakan
bagian dari pembangunan sosial-ekonomi secarautebah, akses masyarakat
terhadap sumber daya dipengaruhi oleh system ekorfdéembangunan desa
melputi tahap perencanaan, pelaksanaan , dan pasgawDalam penyusunan
perencanaan pembangunan Desa pemerintah Desa majityelenggarakan
musyawarah perencanaan pembangunan.

Adisasmita (2006:5), karena program pembangunanegaedn yang
dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kebutwhasyarakat, maka
pendekatan pembangunan desa serharusnya bdmsifat-up yang diperkuat
dengan pendekatan partisipatif.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pembahasan peageguatu konsep
dengan menggunakan konsep lain. Berdasarkan padknueori dan konsep,
maka definisi konsepsional dalam penelitian ini tyaiperan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan di Sekaraja adalah
Pelaksanaan fungsi, hak dan kewajiban Badan Peawasgtan Desa (BPD)
sesuai dengan harapan masyarakat desa kepada Badansyawaratan Desa
sebagai mitra kerja kepala desa dalam menjalaniemepntah desa dengan
memperhatikan peraturan dan nilai-nilai sepertnyelbentuk perilaku tertentu,
yang harus dilakukan secara teratur sebagai bagtamugyawaratan yang berasal
dari masyarakat desa dalam upaya untuk meningkgtkarbangunan desa yang
menuju pada arah perubahan desa menuju desa Yahdbek dengan segenap
sumber daya, yang dilakukan secara berencana dkeldgutan dengan tujuan
mensejahterakan masyarakat.
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METODE PENELITIAN
Jenis Pendlitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jeeinelpian tertentu
yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehinggak mengklasifikasikan
suatu penelitian menjadi lebih mudah.Pada peneliia penulis menggunakan
jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Moleong (2011:11) penelitian deskiptif kdtaberupa kata-kata,
gambar, dan bukan angka-angka, hal ini disebabkenh adanya penerapan
metode kualitatif, selain itu semua yang dikumpuolkerkemungkinan menjadi
kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Menurut @édaly (2011:9) metode
penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancata, penelaahan dokumen,
metode kualitatif ini digunakan karena beberapatipbangan. Pertama,
menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apalbkerhadapan dengan
kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan sedangsung hakikat
hubungan antara penelitian dan responden. Ketigapda ini lebih peka dan
lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak perejapengaruh bersama
terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

Fokus Penelitian
Sesuai dengan hak dan fungsi BPD yang berkeduds&bagai badan

legislatif desa yang akan menjadi gambaran dalamuhs&an tentang Peran
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam PembanglinBesa Sukaraja
Kecamatan Sepaku Penajam Paser Utara maka pemeétinfokuskan
penelitiannya kepada :
1. Membuat peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menggali aspirasi Masyarakat
3. Menampung aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaanrperdasa dan peraturan

kepala desa

Sumber dan Jenis Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data priraerddta sekunder.
Untuk memilih key informan dilakukan melalui metode purposive
sampling.Metode purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan
pertimbangan tertentu yang memberikan data secakasimal. Dan selanjutnya
untuk menentukan informan, dilakukan dengan &aosvball Sampling, prosedur
pemilihan Showball Sampling dilakukan secara bertahap.Pertama-tama
diidentifikasi orang yang dapat memberi informasntuk diwawancara.
Kemudian, orang ini dijadikan sebagai informan éntoengidentifikasi orang
lain sebagai sampel yang dapat memberi informasicdang ini juga dijadikan
sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lang dianggap dapat member
informasi. Sebagai langkah pertama, peneliti mérkéy informan, yaitu :
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1. Kepala Desa Sukaraja.

2. Sekretaris Desa Sukaraja.

3. Ketua BPD

4. Sekretaris BPD

Serta informan yaitu masyarakat Desa Sukaraja

Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripssetelah menyesuaikan
situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis mengkan beberapa cara yaitu :
1. Penelitian perpustakaalibfary Research) yaitu :
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalammmnkan data dengan
mempelajari buku-buku yang ada kaitannya denganl jddn pembahasan
skripsi ini.
2. Penelitian Lapangar{eld Work Research) yaitu :
a. Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan rdekga penelitian
langsung.
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab untuk mledgm keterangan-
keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengaenggunakan
dokumen sebagai sumber data.

Teknik Analisis Data
Penelitian ini akan mempergunakan analisis dathrigi$ kualitatif yaitu
dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data j@ah diperoleh yang
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan watgnarnya. Alat analisis
yang dipergunakan adalah alat analisis model iktiérlilles dan Huberman
(2007:20) yang terdiri dari empat alur kegiatan gydarjadi bersamaan yaitu
pengumpulan data, reduksi data, penyajian datgeaarikan kesimpulan.
Adapun penjelasan dari gambar model interaktif ydikgmbangkan Milles
dan Huberman ( dalam Sugiyono, 2006:16) sebag#iuber
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah data pertama dan masiifaberentah yang
dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyajian Data
Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang bmenkemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan timlaledasan dasar
dilakukan pada tahap ini adalah menyederhanakammafsi yang kompleks
keadaan suatu bentuk yang disederhanakan dan rdijddtami.
3. Menarik kesimpulan
Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah prosesncag benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, gordsi yang mungkin terjadi
alur sebab-akibat proposisi.
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HASIL PENELITIAN DAN ANALISISDATA
Gambaran Umum Lokas Penelitian
Keadaan Geografis

Desa Sukaraja merupakan salah satu Desa dari 14 {xeyy ada di
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utal@ JDkaraja terdiri dari 5
(lima) Dusun dan 25 (duapuluh lima) RT (Rukun Tg@a) dan dengan luas
wilayah 7738 ha/m2. adapun batas-batas wilayah Bekaraja sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Karangjenawi
b. Sebelah Selatan : Kel Mentawir

c. Sebelah Timur : Desa Tengin Baru
d. Sebelah Barat : Desa Bukit Raya

Keadaan Demogr afi

Keadaan jumlah penduduk di Desa Sukaraja menutat lanografi tahun
2014 berjumlah 3.582. Salah satu faktor pentingukinmmencapai tujuan
pembangunan yang ideal adalah masyarakat, sebalpamakst memegang
peranan yang sangat penting dalam objek pembangunan

Hasil Pendlitian
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa
Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BagamuByawaratan Desa
(BPD) terkait dengan peran BPD dalam pembanguarg ydimana dalam
menjalankan perannya BPD adalah sebagai mitra Kexpmla desa namun
sebaliknya antara BPD dan Kepala Desa belum adtk@mitraan, seharusnya
sifat kemitraan yang baik dapat mempengaruhi jglarpembangunan di Desa
Sukaraja, program-program dan usulan masyarakaitetengan pembangunan
dapat cepat terselesaikan. Perbedaan pendapafs&meg yang kurang dan
koordinasi yang bersifat saling menjauh akan memggermi pembangunan desa
dan peran BPD dalam pembangunan, yang mana BPDasekakil rakyat yang
dapat menyalurkan aspirasi kurang mendapat resp&roleh pemerintah desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan
bersama kepala desa

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BadamuByawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas dapatadtén bahwa peraturan
desa di Desa Sukaraja kurang mendapat perhatiatda&mdijadikan hal penting,
peraturan desa hanya dalam tahap perencanaan.akKeesa belum mengetahui
bahwa Peraturan Desa itu sangat Penting untuk taak@n Pemerintahan Desa.
Hal ini tentu sangat membahayakan bagi pelaksanpanyelenggaraan
pemerintahan di Desa Sukaraja.
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Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menggali Aspiras
Masyarakat

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BagamuByawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas dapatmiitkan dalam menggali
aspirasi masyarakat BPD Desa Sukaraja telah melakdengan cukup baik.
Namun dapat dilihat dalam mengeluarkan kebijaka BBrang tegas kurang
ada tindakan yang cepat karena dalam melakukanawasgh terkait penggalian
masyarakat mereka masih sering mengabaikan.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Aspiras
Masyarakat

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BagamuByawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas Aspieagl mereka tampung tidak
dapat mereka langsung putuskan untuk menerima damyetujuinya karena
banyak sekiranya masukan dari masyarakat hanya k umiendapatkan
keuntungan pada kelompok tertentu saja maka daBRD harus membicarakan
kepada perintah desa sebelum aspirasi yang meaekauhg mereka salurkan
pada musrembangdes dan ditindaklanjuti. Masyarakatrasa telah
menyampaikan aspirasinya kepada BPD dan ada m&aygeng kurang merasa
puas karena mereka belum sepenuhnya merasakanmmmba desa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspiras
Masyarakat

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BagdamuByawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas BPD talamalankan fungsinya
dengan baik, kebijakan-kebijakan yang mereka awudup baik namun ruang
gerak mereka dalam menyalurkan terhambat dengagap#nlan keputusan
karena sesuai yang di katakan Bapak Komarudin deeertaris BPD dalam
menyalurkan aspirasi mereka hanya bersifat musydwalan berkoordinasi
dengan Pemerintah Desa maka setuju atau tidakmaittedengan aspirasi
masyarakat yang akan di jadikan program pembangyeamerintah Desalah
yang menyetujui.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan Pengawasan
Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala Dedagfeis Desa, Ketua
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), skretaris BadamuByawaratan Desa
(BPD) dan Masyarakat Desa Sukaraja diatas mere#k terlalu di anggap mitra
oleh pemerintah desa karena seperti yang dikataleédnBapak ketua BPD Desa
Sukaraja bawasannya beliau menjelaskan segalasesumm menjadi usulan atau
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teguran dari BPD tidak cepat diperbaiki dan mentg@mateguran itu sehingga
panggilan akan dilakukan, dalam melakukan pengawgsaBPD tidak hanya
melakukan pengawasan terhadap peraturan pemedataperaturan kepala desa

PEMBAHASAN
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa
Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara

Dari hasil penelitan BPD dalam pembangunan di D&skaraja sesuai
dengan Tugas Pokok yaitu menggali, menampung damyahekan aspirasi
masyarakat yang telah di tetapkan dalam Peratuesrdd Kabupaten Penajam
Paser Utara nomor 7 tahun 2007 tentang Badan Pgamastan Desa dibidang
pembanguan adalah untuk membantu Kepala Desa dakmncanakan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yatasardan atas
musyawarah dan menggerakkan, serta meningkatkd@rpea serta partisipasi
masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secgaadue baik yang berasal
dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swagtatgsg royong masyarakat
dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuigerebangkan ketahanan
di Desa, pengawasan yang dilakukan yaitu melip@tngawasan terhadapa
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepata pesgawasan dalam
anggaran pendapatan belanja desa, serta keputesala kiesa.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Membuat Peraturan Desa
Bersama Kepala Desa

Sesuai dengan Peraturan Derah Penajam Paser Wta i tahun 2007
tentang Badan Permusyawaratan Desa dimana BPD ikiefoihgsi dalam
menetapkan Peraturan Desa Bersama kepala DestyrBerdesa sangat penting
sebagai dasar dalam menentukan segala kebijakanakam dilaksnakan dalam
pembangunan, peraturan desa yang ditetapkan dksaratapat dijadikan dasar
dalam menetapkan segala peraturan-peraturan dadéakspnaan pemerintahan
desa maupun pelaksanaan pembangunan. peraturaryadesalibuat diusulkan
oleh BPD atau kepala desa yang keduanya memilikiareggan tentang Peraturan
Desa karena keduanya sebagai mitra kerja.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menggali Aspiras
Masyarakat

Untuk Desa Sukaraja, penggalian aspirasi ini dkakusecara berimbang
antara model aktif maupun model pasif, yaitu Bad@rmusyaratan Desa
berupaya untuk peka terhadapa issu-issu yang bedwgndi masyarakat selain
itu juga Badan Permusyawaratan Desa mendatanginddan RT di Desa
Sukaraja untuk dapat menggali aspirasi terkait Reginan yang kemudian akan
dimusyawarahkan bersama anggota BPD dan membalmsasastersebut
bersama Pemerintah Desa.
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Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung aspiras
Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Derah Kabupaten Penajam B&ser nomor 7
tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa&sdi dbentuk BPD sebagai
unsure penyelenggara Pemerintah Desa, dalam mengngspirasi masyarakat
BPD dapat mengadakan kunjungan kerja ke setiapandrangka menampung
aspirasi masyarakat desa, masyarakat yang di tamptendaknya
dimusyawarahkan melalui rapat-rapat BPD yang keawmudilibahas dengan
Pemerintah Desa kemudian tata cara pengaturan lefyit mengenai tata cara
menampung aspirasi masyarakat ditetapkan dalanetéta BPD.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyalurkan Aspiras
Masyarakat

Menurut Adisasmita (2006:25) rencana pembangunatega&an harus
disusun berdasarkan potensi yang dimiliki dan keingang ada sekarang.
Kondisi yang ada itu meliputi sumber daya manusamber daya alam,
sumberdaya modal, prasarana dan sarana pembangiekaologi, aspirasi
masyarakat setempat, dan lainnya.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pelaksanaan Pengawasan
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Dapat diketahui sesuai dengan undang-undang R&duodbnesia nomor 6
tahun 2014 tentang desa baik Peraturan Desa dastuRer Kepala Desa
kedudukannya masih termasuk peraturan perundaregpgad. Pada dasarnya,
peraturan kepala desa dilarang bertentangan deéwgemtingan umum dan atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

PENUTUP
Kesmpulan

Berdasarkan penelitian dilapangan Penulis memberdesimpulan dari
judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) d&ambagunan di Desa

Sukaraja Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasal tapat di simpulkan

sebagai berikut:

1. BPD dalam membuat peraturan bersama kepala dedaest Sukaraja
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utarh sukap Berperan.
dalam pembuatan Peraturan Desa BPD telah mengajakaangan peraturan
yang sudah mereka sepakati.

2. Dalam menggali aspirasi masyarakat, BPD Desa SjakEecamatan Sepaku
Kabupaten Penajam Paser Utara bersifat aktif denggon ke lapangan
melakukan monitoring langsung pada wilayah ketenamkmereka. Ujung
tombak penggalian aspirasi bagi BPD Desa Sukarajalala daerah
keterwakilan yaitu pada Dusun dan RT, karena DuamRT Desa Sukaraja
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cukup aktif dalam menampung aspirasi masyarakawitiiyahnya untuk
dibahas dalam musyawarah.

. Masyarakat dipersilahkan menyampaikan aspirasiayladikantor BPD Desa

Sukaraja maupun langsung datang pada anggota Bf@ndpun mereka
berada. Permasalahan yang kerap kali disampaikasyamskat berupa
pembangunan jalan yang saat ini belum merata ka@agian pembangunan
jalan di Desa Sukaraja ada yang sudah mendapaat@egrhnamun masih
banyak juga jalan akses yang dilewati masyarakasaD8ukaraja yang
memprihatinkan karena pembangunan yang diingin arakgt belum kunjung
dilaksanakan.

. BPD telah menyalurkan setiap aspirasi masyarakag) yaasuk, hanya saja

aspirasi masyarakat yang BPD salurkan tidak semsapakati menjadi
program pembangunan saat itu juga, tetapi aspyasg belum menjadi
program pembangunan saat itu akan tetap direkorsgsagiamenjadi program
pembangunan ditahun berikutnya.

. dalam menjalankan perannya sesuai deangan tugag& gak fungsinya BPD

Desa Sukaraja telah menjalankan dengan baik, hsaigasaat ini peraturan
desa dan peraturan kepala desa belum ada, makarigRBukan koordinasi
kepada kepala desa agar kedua peraturan tersejmra sgibuat karena BPD
hanya bisa melakukan pengawasan dalam kegiataneRetam Desa dengan
berpedoman pada perundang-undangan daerabh.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka pemiemberikan saran

sebagai berikut :

1.

Hasil pembangunan yang sudah ada atau sudah teheaqukaknya dijaga dan
dirawat oleh semua pihak dan dimanfaatkan untulekpgan bersama dan
BPD Desa Sukaraja harus meningkatkan kinerjanyandamenjalankan

perannya untuk pembangunan desa Sukaraja.

Hendaknya hubungan kemitraan antara BPD Desa Sakdaia Kepala Desa
Desa Sukaraja di perbaiki karena hubungan kemitagara BPD dan Kepala
Desa sangat penting dalam keberhasilan programbgmsnan dan

penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat.

. Melakukan langkah cepat dalam memutuskan PembuReeaturan Desa di

Desa Sukaraja. Karena pada dasarnya Desa Sukaeaputuhkan sebuah
Peraturan yang mampu mengatur seluruh kegiatan yernadi di Desa
Sukaraja
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